
 
 

 
 

PROVINSI LAMPUNG 

      PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT 
 

NOMOR 23 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA  

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU 

PINTU (BPM & PPTSP) KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 
 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 113 ayat (1) 
Perda Nomor 9 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat, dipandang perlu untuk menerapkan Peraturan 

Bupati tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4724); 

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang 



Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi 

Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4934); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741); 

10. Peraturan   Presiden   Nomor   90   Tahun   2007   tentang   
Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

11. Peraturan  Presiden  Nomor 27 Tahun  2009 tentang  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor, 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan 
Terpadu di daerah; 

14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk 

Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar 
Pelayanan; 

15.  Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat  (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 57); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 
Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 



Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5); 

 

 

 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 
Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 

6). 
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PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, 

FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN  PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN 

TULANG BAWANG BARAT. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat. 

3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang 
selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang 

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu 
Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang 
terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Inspektorat, Bappeda, 

Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Kecamatan serta Kelurahan. 

7. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang 
Barat. 

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang 
Bawang Barat. 

9. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

10. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

11. Bidang adalah Bidang Pada Penanaman Modal dan Perizinan Satu 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.  

12. Kepala Bidang adalah Pada Penanaman Modal dan Perizinan Satu 
Pintu Kabupaten Tulang Barat. 

 

13. Sub Bagian adalah Sub Bagian Pada Penanaman Modal dan 
Perizinan Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

14. Kepala Sub Bagian adalah Pada Penanaman Modal dan Perizinan 

Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

15. Sub Bidang adalah Pada Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu 

Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

16. Kepala Sub Bidang adalah Pada Penanaman Modal dan Perizinan 
Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

17. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Badan 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan 
Fungsional pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang 
Barat.   

19. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

20. Desentralisasi adalah penyerahan wewenangan pemerintahan 
oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

21. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan, 
oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah 
dan/atau kepada Instansi Vertikal diwilayah tertentu. 

22. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah 
kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi 
kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari 

pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk 
melaksanakan tugas tertentu. 

23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang 
selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

24. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah 
kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi 
kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari 

pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk 
melaksanakan tugas tertentu. 

25. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam 
Modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun 
penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah 

kabupaten tulang bawang barat. 

26. Penanaman Modal dalam Negeri adalah kegiatan menanam 

modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri 

dengan menggunakan modal dalam negeri. 

 

 

27. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal 
untuk melakukan usaha di wilayah kabupaten tulang 
bawang barat yang dilakukan oleh penanam modal asing, 

baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun 
yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 

28. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang 
melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam 
modal dalam negeri dan penanam modal asing. 

29. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga 
negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik 

Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di 
wilayah negara Republik Indonesia. 

30. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga Negara 

asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang 
melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik 
Indonesia. 

31. Modal adalah Aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang 
bukan uang yang dirniliki oleh penanam modal yang 

mempunyai nilai ekonomis. 

32. Modal Asing adalah modal yang dirniliki oleh Negara asing, 
perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan 

hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang 
sebagian atau seluruh modalnya dirniliki oleh pihak asing. 

33. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dirniliki oleh negara 
Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, 
atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak 

berbadan hukum. 

34. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan 
penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang 

mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari 
lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan 

dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari 
tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen 
yang dilakukan dalam satu tempat. 

35. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah 
daerah berdasarkan peraturan perundangan undangan atau 
peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, 

menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau 
badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 

36. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan 
penanaman modal yang di keluarkan oleh pemerintah dan 
pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

37. Perizinan pararel adalah penyelenggaraan perizinan yang 

diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus 
mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

terpadu dan bersamaan. 

38. Nonperizinan adalah segala bentuk komudahan pelayanan, 
fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

39. Perusahaan Penanaman Modal adalah badan usaha yang 
melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum 
maupun tidak berbadan hukum. 

40. Perluasan Penanaman Modal adalah penambahan kapasitas 
produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan. 

41. Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal adalah 
permohonan yang disampaikan oleh penanaman modal 
untuk mendapatkan persetujuan awal Pemerintah atas 

rencana penanaman modalnya. 

42. Pendaftaran Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut 

Pendaftaran, adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah 
sebagai dasar memulai rencana Penanaman Modal. 

43. Permohonan Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal 

adalah Permohonan yang disampaikan oleh Penanam Modal 
untuk mendapatkan persetujuan awal dari Pemerintah atas 
rencana perluasan Penanaman Modal. 

44. Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal adalah bentuk 
persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai Rencana 

Peluasan Penanaman Modal. 

45. Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal adalah 
Permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk 

mendapatkan izin dari Pemerintah dalam memulai kegiatan 
Penanaman Modal. 

46. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut izin 
Prinsip, adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman 
modal dibidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal 

dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan 
fasilitas fiscal. 

47. Permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah 

permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk 
mendapatkan izin dari Pemerintah dalam memulai rencana 

perluasan penanaman modal. 

48. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutkan 
disebut izin Prinsip Perluasan, adalah izin untuk memulai 

rencana perluasan penanaman modal di bidang usaha yang 
dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan 
penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal. 

49. Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 
adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan 

untuk mendapatkan izin pemerintah dalam melakukan 
perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin 
Prinsip/izin Prinsip Perluasan. 

50. Permohonan Izin Usaha adalah Permohonan yang 
disampaikan oleh perusahaan pada saat perusahaan telah 

siap melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik 
produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan penanaman modal 

yang climiliki perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh 
peraturan perundang-undangan sektoral. 

 

51. Izin Usaha adalah Izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk 
melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik 
produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas 

Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan penanaman modalnya, 
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan 

sektoral. 

52. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan 
terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan 

dan non perizinan. 

53. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah 

kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang 
proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai 
ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. 

54. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh 
pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarannya telah 
ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan 

perundang-undangan lainnya. 

55. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, 

pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pemberian 
penghargaan bagi Pemerintah Daerah dan Program 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang dilakukan oleh Menteri 

Dalam Negeri dan/atau Gubernur. 

56. Pengawasan Fungsional adalah Penertiban atau pemeriksaan 

yang dilakukan oleh badan-badan pemeriksa teknis terhadap 
Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Peraturan 
Perundang-Undangan. 

57. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan 
oleh masyarakat terhadap kinerja Program Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu sesuai peraturan perundang-undangan. 

 

BAB II 

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 
 

Pasal 2 
 

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin 
oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 
Kabupaten. 
 

Bagian Kedua 
Tugas Pokok 

 
Pasal 3 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang Penanaman 
Modal dan Pelayanan Perizinan berdasarkan Pelimpahan 

Wewenang yang di tetapkan dengan Peraturan Bupati. 
Bagian Ketiga 

Fungsi 

 
Pasal 4 

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 
3 Peraturan ini, Badan mempunyai fungsi : 
a. penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan 

penanaman modal daerah kabupaten dalam bentuk rencana 
umurn penanaman modal daerah dan rencana strategi 
daerah sesuai dengan program pembangunan daerah 

kabupaten, berkoordmasi dengan pemerintah provinsi. 
b. perumusan dan penetapan pedoman, pembinaan, dan 

pengawasan dalam skala kabupaten terhadap 
penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan 
pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan 

pemerintah provinsi. 
c. pengkoordinasian, perumusan, penetapan dan pelaksanaan 

kebijakan daerah kabupaten di bidang penanaman modal 
meliputi : 
1. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu 

dipertimbangkan tertutup. 
2. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu 

dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan. 

3. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu 
dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kabupaten. 

4. Penyusunan peta investasi daerah kabupaten dan 
identifikasi potensi sumber daya daerah kabupaten 
terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber 

daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, 
menengah, koperasi, dan besar.  

d. usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar 
fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi 
kewenangan kabupaten. 

e. penyusunan Produk Hukum dalam berkaitan dengan  
penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang undangan yang berlaku. 

f. pelaksanaan, Pengajuan usulan materi dan Fasilitasi 
kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal 

di tingkat kabupaten. 
g. pelaksanaan, pengajuan usulan materi dan fasilitasi 

kerjasama internasional di bidang penanaman modal di 

tingkat kabupaten. 
h. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis 

pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi 

penanaman modal di tingkat kabupaten/kota. 
i. pelaksanaan promosi penanaman modal daerah 

kabupaten/kota baik di dalam negeri maupun ke luar 
negeri. 

j. pengkajian, perumusan, dan penyusunan materi promosi 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

skala kabupaten. 

k. pengkajian, perumusan, dan penyusunan pedoman tata 
cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu 
kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan 

kabupaten/kota berdasarkan pedoman tata cara dan 
pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan 
penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

l. pemberian Izin usaha kegiatan Penanaman Modal dan yang 
menjadi kewenangan kabupaten. 

m. pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan 
pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga 
atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan 

nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. 
n. pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi 

penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten. 
o. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis 

pengendalian pelaksanaan penanaman modal di  

kabupaten. 
p. pelaksanaan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan 

pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan 

Pemerintah dan pemerintah provinsi. 
q. pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman tata cara 

pembangunan dan pengembangan sistem informasi 
penanaman modal skala kabupaten. 

r. pembangunan dan pengembangan sistem informasi 

penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem 
informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah 

provinsi. 
s. pengumpulan dan pengolah data kegiatan usaha 

penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal 

skala kabupaten. 
t. pemutakhiran data dan informasi penanaman modal 

daerah. 

u. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan di bidang sistem 
informasi penanaman modal. 

v. pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan 
pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian 
pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem 

informasi penanaman modal skala kabupaten kepada 
aparatur pemerintah dan dunia usaha. 

w. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanaman modal 

skala kabupaten. 
x. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan. 

y. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan. 
z. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan. 
aa. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan 

perijinan. 
bb. pelaksanaan Tugas lain yang diperintahkan atau diberikan 

oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 
 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 
 

Pasal 5 

 
(1) Susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari : 

a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat, membawahi: 

1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan 

Evaluasi; 
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
3. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Penanaman Modal, membawahi: 
1. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan 

Penanaman Modal; 
2. Sub Bidang Pengawasan Penanaman Modal. 

d. Bidang Perencanaan dan Pengawasan, membawahi: 

1. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Perizinan; 
2. Sub Bidang Pengawasan Pelayanan Perizinan. 

e. Bidang Perizinan, membawahi: 
1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pemrosesan Izin; 
2. Sub Bidang Penetapan dan Penerbitan Izin. 

f. Bidang Informasi dan Pengaduan, membawahi: 
1. Sub Bidang Informasi dan Publikasi Perizinan; 
2. Sub Bidang Pengaduan Perizinan. 

g. Unit Pelaksanaan Teknis. 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 

(2) Bagan struktur organisasi Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana 
tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 

 

BAB IV 
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 

Bagian Kesatu 

Kepala Badan 
 

Pasal 6 
 

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan 

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan dalam 
melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam bidang 
Penanaman Modal dan Perizinan yang menjadi kewenangan dan 

tugas-tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku. 
 

Pasal 7 
 

Untuk   melaksanakan   tugas   sebagaimana   dimaksud   pada   
Pasal 6 Peraturan ini, Kepala Badan  mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal 

dan Perizinan; 
b. penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka 

pelaksanaan tugas; 

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 
umum dibidang Penanaman Modal dan Perizinan; 

d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum 
dibidang Penanaman Modal dan Perizinan; 

e. pemberian informasi saran dan pertimbangan dibidang 

Penanaman Modal dan Perizinan kepada Bupati sebagai 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat 

keputusan; 
f. penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan  hubungan 

kerjasama dengan semua instansi, untuk kepentingan 

pelaksanaan tugas;  
g. pelayanan administratif; 
h. pelaksanaan tugas lain yang dibcrikan oleh Bupati sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
  

Bagian Kedua 
Sekretariat 

 

Pasal 8 
 

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan yang 
dipirnpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan; 

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala 
Badan;  

(3) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur 
tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, 

rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tata laksana, 
kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan 
pelaporan dilingkup Badan. 

(4) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal (9) 
Peraturan Bupati ini, Sekretariat mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan urusan perencanaan program serta 
monitoring dan evaluasi program penanaman modal dan 
perizinan;  

b. pengelolaan, pembinaan administrasi umum dan 
kepegawaian; 

c. pengelolaan administrasi keuangan; 

d. pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan 
ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan; 

e. pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, 
dokumentasi dan informasi penanaman modal dan 
perizinan; 

f. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh kepala 
badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini Sekretariat 
dibantu oleh: 

a. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan 
Evaluasi; 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

c. Sub Bagian Keuangan.  

(6) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala 

Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya 
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Sekretaris.  

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Bagian Ketiga 
Tugas Pokok 

 

Paragraf 1 
Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi 

 
Pasal 9 

 

Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi 
mempunyai tugas: 

a. menyiapkan usulan perubahan dan pembentukan rencana 
kerja dan anggaran badan; 

b. menyiapkan bahan dan penyusunan program dan 

memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama di bidang 
penanaman modal dan perizinan. 

c. menghimpun dan menyusun program; 

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan; 
e. menghimpun dan menyusun pelaporan kegiatan; 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 
 

Paragraf 2 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
 

Pasal 10 
 
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

pokok menyelenggarakaan dan memberikan pelayanan dalam 
urusan surat-menyurat, kearsipan dan menyiapkan bahan 
penyusunan rencana keputusan, pengembangan, mutasi, 

pembinaan, pensiun pegawai, dan melaksanakan tata usaha 
kepegawaian di lingkup badan. 

(2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah 
sebagai berikut: 
a.   melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi 

umum yang meliputi pengelolaan naskah kedinasan, 
penataan kearsipan, melaksanakan Urusan Rumah 
Tangga , pengelolaan sarana dan prasarana, hubungan 

masyarakat, urusan hukum dan menyiapkan rapat 
kedinasan; 

b.   melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi 
kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan 
penyusunan rencana dan kebutuhan pegawaian, mutasi, 

disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan 
pegawai; 

c.   menyusun tata tertib penyelenggaraan tata usaha 
perkantoran, administrasi kepegawaian dan rumah 
tangga dinas; 

d.   menyelenggarakan pembinaan organisasi tatalaksana 
dan penempatan personil; 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

e.   melaksanakan administrasi perlengkapaan, penomoran, 

pemeliharaan, dan penanggung jawab pemakain 
inventaris dinas; 

f.   memproses usulan mutasi seperti kenaikan pangkat, gaji 

berkala, alih tugas  dan promosi jabatan lainnya; 
 

g.   melaksanakan surat-surat yang bersifat pembinaan 

(seperti absen, apel, peringatan dan pembinaan mental);  
h.   melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 
Paragraf 3 

Sub Bagian Keuangan 

 
Pasal 11 

 
(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan 

penyusunan rencana kegiatan, pengelolaan administrasi 

keuangan verifikasi dan akuntansi serta perbendaharaan 
keuangan. 

(2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan, adalah sebagai berikut : 

a.   melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan 
yang meliputi urusan penyusunan anggaran Badan, 

administrasi gaji, administrasi perjalanan dinas; 
b.   menyusun pembukuan, pertanggung jawaban keuangan 

meliputi  penerimaan pengeluaran  dan pelaporannya; 

c.   melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan 
penyusunan rencana kerja program anggaran 

pendapatan dan belanja dinas baik belanja langsung 
maupun belanja tidak langsung; 

d.   menyiapakan dan menyusun rencana anggaran belanja 

dinas; 
e.   melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan 

bendahara; 

f.    melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
 

Bagian Keempat 
Bidang Penanaman Modal 

 

Pasal 12 
 
(1) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas badan dibidang penanaman modal, meliputi 
pengkajian dan pengembangan penanaman modal, 

pengawasan penanaman modal serta menyelenggarakan 
pelayanan penanaman modal.  

(2) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab 
kepada Kepala Badan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) 
Pasal ini, Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi: 
a. penyusunan program, penilaian, pengawasan, evaluasi 

dan pelaporan kebijakan untuk pengembangan 
Penanaman Modal; 

b. penelitian dan pengkajian potensi pengembangan 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Penanaman Modal; 

c. penyusunan rumusan bahan hubungan kerjasama dan 
investasi antara pemerintah daerah, swasta maupun 
dengan pihak lainnya; 

d. pemberian rekomendasi perizinan dan pelayanan fasilitas 
dibidang Penanaman Modal; 

e. pengelolaan dan pemberdayaan Penanaman Modal; 

f. pengembangan Penanaman Modal di dalam Negeri/ 
Penanaman Modal Asing Daerah; 

g. pelaksanaan kegiatan promosi Penanaman Modal Dalam 
Negeri dan Luar Negeri; 

h. pemberian dorongan dan kemudahan bagi 

pengembangan Penanaman Modal; 
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam 

rangka perencanaan promosi dan pengawasan 
penanaman modal; 

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.  

(4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini, Bidang 
Penanaman Modal dibantu oleh: 

a. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Penanaman 
Modal; 

b. Sub Bidang Pengawasan Penanaman Modal. 

(5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala 
Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya 

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Bidang. 

 
Paragraf 1 

Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Penanaman Modal 

 
Pasal 13 

 

Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Penanaman Modal 
mempunyai tugas: 

a. melaksanakan penelitian dan pengkajian potensi daerah bagi 
pengembangan penanaman modal; 

b. melaksanakan kegiatan analisa dan telaah serta menyiapkan 

rumusan kebijakan bagi pengembangan penanaman modal; 
c. menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan dan 

pengembangan sistem informasi penanaman modal; 

d. menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan 
perizinan penanaman modal; 

e. membuat surat penolakan terhadap berkas permohonan 
perizinan Penanaman Modal yang tidak sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
 

Paragraf 2 
Sub Bidang Pengawasan Penanaman Modal 

 

Pasal 14 
 
Sub Bidang Pengawasan Penanaman Modal mempunyai tugas : 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

a. membantu melaksanakan pengendalian dan pengawasan 

terhadap penanaman modal; 
b. memfasilitasi terhadap masalah yang timbul dalam 

penanaman modal serta mengupayakan pemecahannya lebih 

lanjut; 
 

c. melakukan pengkajian dan penilaian atas laporan yang 

disampaikan oleh penanaman modal; 
d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan 

penanaman modal; 
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
 

Bagian Keempat 
Bidang Perencanaan dan Pengawasan 

 
Pasal 15 

 

(1) Bidang Perencanaan dan Pengawasan mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang Perencanaan 
dan Pengawasan Perizinan meliputi, Perencanaan 

Pengembangan Perizinan, Sistem Informasi Perizinan. 

(2) Bidang Perecanaan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) 

pasal ini, Bidang Perencanaan dan Pengawasan mempunyai 
tugas: 

a.   penyusunan program dan petunjuk teknis Perencanaan 
Pengembangan dan Pengawasan Perizinan; 

b.   penyusunan tata laksana dan prosedur tetap perizinan; 

c.   penyusunan sistem informasi Perizinan; 
d.   pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan instansi 

terkait dalam pelayanan Perizinan Usaha. 

e.   pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan 
terhadap setiap penetapan dan penerbitan perizinan 

usaha. 
f.   pengawasan pemrosesan Perizinan usaha dan pemberian 

perizinan usaha sesuai dengan kewenangannya. 

g.   pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

(4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi seebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan (3) Pasal ini Bidang  

Perencanaan dan Pengawasan dibantu oleh: 
a. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Perizinan; 

b. Sub Bidang Pengawasan Pelayanan Perizinan; 

(5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala 
Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya 

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Bidang. 

 
Paragraf 1 

Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Perizinan 

 
Pasal 16 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Perizinan mempunyai 

tugas: 
a. menyusun rencana dibidang penelitian dan pengembangan 

perizinan; 

b. menyusun dan Melaksanakan penataan sistem prosedur 
serta persyaratan Perizinan Usaha; 
 

c. melaksanakan pengolahan data dan merancang Sistem 
Informasi Perizinan Usaha;   

d. membuat surat rekomendasi penolakan terhadap berkas 
permohonan Perizinan Usaha yang tidak sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam 
rangka penelitian lapangan serta pemrosesan Perizinan 

Usaha; 
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 
 

Paragraf 2 
Sub Bidang Pengawasan Pelayanan Perizinan 

 

Pasal 17 
 

Sub Bidang Pengawasan Pelayanan Perizinan mempunyai tugas: 
a. membantu Melaksanakan pengawasan administrasi dan alur 

perizinan Penerbitan Perizinan Usaha sesuai dengan sistem 

prosedur dan peraturan yang berlaku; 
b. membantu koordinasi dengan instansi lain dalam 

pengawasan pelayanan Perizinan Usaha; 
c. memberikan arahan dan petunjuk teknis perizinan usaha 

kepada petugas loket palayanan; 

d. membuat laporan secara berkala atas pelaksanaan 
Pengawasan Pelayanan Perizinan.  

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 

 
Bagian Kelima 

Bidang Perizinan 
 

Pasal 18 

 
(1) Bidang Perizinan  mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Badan dibidang Perizinan dan Nonperizinan meliputi, 

pendaftaran, pemrosesan,  penetapan dan penerbitan izin; 

(2) Bidang perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada 
Kepala Badan; 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) 

Pasal ini, Bidang Perizinan mempunyai fungsi: 
a. menerima dan meneliti kelengkapan dokumen 

permohonan Perizinan dan Nonperizinan; 
b. pelaksanaan pemrosesan, Perhitungan biaya dan 

Penerbitan Dokumen Perizinan dan Nonperizinan.  

c. melaksanakan registrasi dan pengarsipan dokumen 
Perizinan dan Nonperizinan. 

d. penyerahan dokumen Perizinan dan Nonperizinan; 

e. pelaksanaan pembinaan petugas pelayanan Perizinan 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

dan Nonperizinan; 

f. pengendalian, evaluasi, pelaporan terhadap perizinan 
dan Nonperizinan; 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. 

 
 
(4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan (3) Pasal ini Bidang Pelayanan 
Perizinan dibntu oleh: 

a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pemrosesan Perizinan; 
b. Sub Bidang Penetapan dan Penerbitan Perizinan; 

(5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala 

Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berkedudukan 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.  

 

Paragraf 1 

Sub Bidang Pendaftaran dan Pemrosesan Perizinan 
 

Pasal 19 
 

Sub Bidang Pendaftaran dan Pemrosesan Perizinan mempunyai 

tugas: 
a. menerima dan meneliti kelengkapan dokumen permohonan 

Perizinan dan Nonperizinan; 
b. memfasilitasi sekretariat tim dan tim kerja teknis. 
c. penyerahan dokumen Perizinan dan Nonperizinan; 

d. melaksanakan registrasi pendaftaran permohonan Perizinan 
dan Nonperizinan. 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 
 

Paragraf 2 

Sub Bidang Penetapan dan Penerbitan Perizinan 
 

Pasal 20 

 
Sub Bidang Penetapan dan Penerbitan Perizinan mempunyai 

tugas: 
a. pelaksanaan pemrosesan, Perhitungan biaya dan Penerbitan 

Dokumen Perizinan dan Nonperizinan.  

b. melaksanakan registrasi dan pengarsipan Dokumen 
Perizinan dan Nonperizinan. 

c. melaksanakan penetapan biaya kelayakan sesuai dengan 

tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap 

penerbitan Perizinan  dan Nonperizinan; 
d. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
   

Bagian Keenam 
Bidang Informasi dan Pengaduan 

 
Pasal 21 

 

(1) Bidang Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang Informasi, 
Pengaduan, Promosi dan publikasi perizinan; 



(2) Bidang Informasi dan Pengaduan dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan; 

 

 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) 
Pasal ini, Bidang Informasi dan Pengaduan mempunyai 

tugas : 
a. penyusunan petunjuk teknis dibidang informasi, 

pengaduan, promosi dan publikasi; 
b. penyebarluasan informasi mengenai pelayanan perizinan 

dan nonperizinan; 

c. menerina dan menyelesaian pengaduan tentang 
perizinan dan nonperizinan; 

d. pengkoordinasian dengan lembaga lain dalam rangka 
pelaksanaan tugas dibidang Informasi, Pengaduan, 
Promosi dan Publikasi; 

e. penyelenggaraan penyuluhan dibidang Perizinan; 
f. pelaksanaan promosi dan publikasi mengenai pelayanan 

perizinan dan nonperizinan; 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

(4) Dalam menyelennggarakan tugas dan fungsi sebagaimana 

maksud pada ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini Bidang 
Informasi, Pengaduan dan Hubungan Masyarakat dibantu 
oleh: 

a. Sub Bidang Informasi dan Publikasi Perizinan; 
b. Sub Bidang Pengaduan Perizinan; 

(5) Masing-masing Sub Bidang dipmpin oleh seorang Kepala 
Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang. 

Paragraf 1 
Sub Bidang Informasi dan Publikasi Perizinan 

 
Pasal 22 

 
Sub Bidang Informasi dan Publikasi Perizinan mempunyai 
tugas: 

a. menyiapkan bahan petunjuk teknis mengenai informasi 
perizinan, promosi dan publikasi perizinan; 

b. memberikan pelayanan informasi kepada pemohon perizinan 

dan nonperizinan; 
c. memberi arahan dan petunjuk teknis kepada petugas 

pelayanan informasi perizinan; 
d. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka 

memberikan informasi perizinan; 

e. melaksanakan kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka 
promosi dan publikasi pelayanan perizinan dan 

nonperizinan; 
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya. 
 

Paragraf 2 
Sub Bidang Pengaduan Perizinan 



 

Pasal 23 
 
Sub Bidang Pengaduan Perizinan mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan petunjuk teknis mengenai pengaduan 
perizinan dan nonperizinan; 

b. menerima, menganalisa, dan memberikan pertimbangan 

atas pengaduan yang berkenaan dengan pelayanan 
perizinan; 

c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai 
penyelesaian atas pengaduan yang berkenaan dengan 
pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

d. memberi arahan dan petunjuk teknis kepada petugas 
penerima pelayanan pengaduan perizinan; 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya. 
 

BAB V 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 
 

Pasal 24 

 
Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Unit 

Pelaksana Teknis pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat  
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 
BAB VI 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
 

Pasal 25 

 
(1) Kelompok Jabatan fungsional dilingkungan Badan 

mempuyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Badan 

sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan; 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat 

(1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku 
ketua kelompok yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan; 

(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan 
beban kerja, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

BAB VII 
PENGANGKATAN DALAM JABATAN 

 

Pasal 26 
 

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati 
Tulang Bawang Barat dari Pegawai Negeri Sipil yang telah 
memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

(2) Pejabat-pejabat lain di lingkungan Badan Penanaman Modal 
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 



Tulang Bawang Barat diangkat dan diberhentikan sesuai 

dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 

 

 
Pasal 27 

 

Pegawai Negeri Sipil yang di angkat dalam jabatan struktural di 
berikan tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan 

esselon yang di tetapkan untuk jabatan bersangkutan dan di 
bebankan di APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat. 
 

BAB VIII 
TATA KERJA 

 
Bagian Pertama 

Umum 

 
Pasal 28 

 

(1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan 
tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip 

koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik 
dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi-
instansi lain dari luar lingkungan kerjanya sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

(2) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab 

memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-
petunjuk dalam pelaksanaan tugas; 

(3) Setiap Pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi 
petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan 
masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu; 

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan 
organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih 
lanjut; 

(5) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan 

pengawasan melekat (waskat); 

 
Bagian Kedua 

Hal Mewakili 
 

Pasal 29 
 
(1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka Kepala Badan 

dapat menunjuk Sekretaris Badan; 

(2) Dalam hal Sekretaris Badan berhalangan, maka Kepala 

Badan dapat menunjuk Kepala Bidang berdasarkan 
senioritas dan kepangkatan. 

 

BAB IX 



PEMBIAYAAN 

 
Pasal 30 

 

Semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Tulang Bawang Barat berasal dari Anggaran dan 

Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
dan sumber lain yang sah, sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 
 
 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 31 

 

Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat ini mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

 
Ditetapkan di Panaragan 
pada tanggal 3 September 2014 

 
BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

 
                            Dto. 
 

 
UMAR AHMAD 

 

 
Diundangkan di Panaragan 

pada tanggal  4 September 2012 
 
SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, 
 
        Dto. 

 
PARYANTO 

          
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT   
TAHUN 2014 NOMOR 23 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum,  
 
 

 
Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP 
Pembina 

NIP. 19770409 200212 1 008 


